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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 07 TAHUN  2013… 20R 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 01 TAHUN 2013 
TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota, perlu disusun Norma, 
Standar, Prosedur dan Kriteria; 

b. bahwa sebagai salah satu upaya perlindungan sosial 
untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan 
dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, 
dan/atau masyarakat akibat bencana diperlukan 
adanya bantuan sosial bagi korban bencana; 

c. bahwa ketentuan mengenai bantuan sosial sudah 
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada 
Kementerian/Lembaga; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang  
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Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 
Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban 
Bencana; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

3.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007  tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4737); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4828); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Penanggulangan Bencana ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4829); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5294); 

11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II; 

12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara  yang telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 
2011; 

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang 
Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 127); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial 
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 

17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 
tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian 
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Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah 
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 

18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; 

19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 
tentang Kampung Siaga Bencana (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 693); 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 
tentang Belanja Bantuan Sosial pada 
Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 563); 

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 01 TAHUN 
2013 TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN 
BENCANA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 
2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151), diubah sebagai berikut : 
1. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 11 
(1) Bantuan langsung dalam bentuk bahan bangunan rumah 

dan/atau uang tunai melalui transfer bank sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 huruf e, diberikan kepada masyarakat yang tinggal 
di daerah rawan bencana, korban bencana, dan ahli waris korban 
bencana yang meninggal dunia. 

(2) Bantuan langsung dalam bentuk uang tunai dilaksanakan sesuai 
dengan kemampuan keuangan negara. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan langsung bahan 
bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal II 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia.  

 

Ditetapkan di Jakarta 
pada  tanggal 17 April 2013 
MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA, 
 
SALIM SEGAF AL JUFRI 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 24 April 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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